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“… Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi 
manusia.” 
 (HR. Thabrani dan Daruquthni) 
 
“Idealisme tanpa realitas menjadikan seseorang sebagai pemimpi sekaligus 
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REANDA NELIS. S351602037. MODEL PENGATURAN HAK 
MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA KELUARNYA PUTUSAN 
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012. (Studi Hutan Adat 
Tembawang Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat). 2017. Program 
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi 
hak masyarakat adat atas Hutan Adat Tembawang, Kabupaten Melawi Provinsi 
Kalimantan Barat setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-
X/2012 dan pengaturan Hutan Adat Tembawang setelah Putusan Mahkamah 
Konstitusi yang mengakui masyarakat hukum adat sebagai subyek hak atas hutan.  
Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Bahan 
hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Teknik analisa bahan hukum menggunakan deduksi dengan metode 
silogisme. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa1) Kabupaten Melawi belum 
memiliki hak ulayat sehingga Kabupaten Melawi belum memberikan pengakuan 
terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Hal tersebut ditunjukkan dengan 
belum adanya produk hukum yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat 
baik secara umum maupun spesifik. Dikarenakan belum ada produk hukum yang 
mengatur maka di Kabupaten Melawi rawan terjadinya konflik agraria dengan 
masyarakat hukum adat; 2)  Pengaturan Hutan Adat Tembawang setelah Putusan 
Mahkamah Konstitusi adalah dengan adanya pengakuan terhadap hak ulayat 
terlebih dahulu mengingat di Kabupaten Melawi belum memiliki hak ulayat. 
Selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan pengakuan Desa Adat sehingga dapat 
mengajukan permohonan hutan desa melalui proses pengajuan perhutanan 
sosial.Untuk perlindungan hukum dalam jangka pendek Kabupaten Melawi dapat 
menetapkan SK (Surat Keputusan) Kepala Daerah yaitu SK Bupati.  
Seyognyanya ke depan Pemerintah Kabupaten Melawi diharapkan 
membuat produk hukum daerah yang mengakui masyarakat hukum adat sehingga 
dapat berlanjut ke tahapan pelepasan hutan adat dari kawasan hutan negara. 
Produk hukum dapat bersifat umum atau khusus yang menyatakan penetapan 
terhadap masyarakat hukum adat.  
Kata Kunci :      Eksistensi Hak Masyarakat Adat, Pengaturan Hak Masyarakat 








REANDA NELIS. S351602037. A MODEL OF CUSTOMARY LAW 
SOCIETY’S RIGHT REGULATION AFTER THE ISSUANCE OF 
CONSTITUTION COURT’S VERDICT NUMBER: 35/PUU-X/2012 (A 
Study on Customary Forest of Tembawang, Melawi Regency, West 
Kalimantan Province). 2017. Master of Notary Study Program of Faculty of 
Law of Sebelas Maret University.  
The objective of research was to find out and to analyze the existence of 
customary society’s right to Tembawang Customary Forest, in Melawi Regency 
of West Kalimantan Province after the enactment of Constitution Court’s Verdict 
No. 35/PUU-X/2012 and the regulation of Tembawang Customary Forest after the 
Constitution Court’s Verdict recognizes customary law society as the subject of 
right to forest. 
This research employed statute approach. The law materials used were 
primary and secondary ones. Technique of analyzing law material used was 
deductive one with syllogism method. 
The results of research were as follows. 1) Melawi Regency has not had 
ulayat right so that Melawi Regency has not recognized yet the existence of 
customary law society. It was indicated with no legal product governing the 
existence of customary law society, either generally or specifically. Because there 
has been no legal product governing, Melawi Regency is vulnerable to agrarian 
conflict with customary law society. 2) The regulation of Tembawang Customary 
Forest after Constitution Court’s Verdict was indicated with the recognition of 
ulayat right first recalling that Melawi Regency has not had ulayat right. 
Furthermore, it could be followed up by the recognition of Customary Village so 
that it could apply for village forest through the process of applying for social 
forestry. For short-term law protection, Melawi Regency could issue a decree 
(Surat Keputusan = SK) of Local Leader, SK Bupati. 
In the future, Melawi Regency Government is expected to develop a local 
legal product recognizing customary law society thereby can continue to the next 
stage of liberating customary forest from the state forest area. Legal product can 
be general or specific stating the assignment of customary law society. 
 
Keywords:  Existence of Customary Society’s Right, Regulation of Customary 
Law Society’s Right, Constitution Court’s Verdict Number 35/PUU-
X/2012. 
